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ABSTRAK
Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pemahaman tentang penghulu dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Pernikahan terutama pada perspektif gender masih terbatas
pada orang-orang tertentu; untuk itu permasalahan ini harus dikaji lebih dalam
lagi dengan seiring perkembangan zaman dimana wanita ingin disejajarkan atau
disamakan haknya dari beberapa aspek dengan kaum pria. Sehingga wanita tidak
selalu terdiskriminasi dan.tersubordinasi dalam™ hal klprah di ruang publik
terutama menjadi penghulu wanita.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Ilbrary research), yaitu
dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang dlperoleh dari buku-
buku, JurnaI-JurnaI dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak
langsung dengah: tema ini. Penelitian ini menggunakan alat analisis gender yang
mana membahas tema penelitian lebih luas tidak hanya sekedar dari sudut
pandang perempuan akan tetapi keduanya dengan berdasarkan prinsip kesetaraan.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penghulu: wanita dalam
PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang dlllhat dari sesi
gender. '

Hasil dari:,penelitian ini ditemukan bahwa dalam Undan94undang tentang
kepenghuluan tidak disebutkan secara spesifik dan tidak adanya keharusan jika
jabatan penghulu dijabat oleh seorang laki-laki, seperti yang telah diatur dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Péncatatan Pernikahan
pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa penghulu yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh Menteri-Agama untuk melaksanakan Kkegiatan
pelayanan nikah/rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat
Islam. Maka dengan adanya hal tersebut, menunjukkan bahwa jabatan penghulu
tidak hanya bisa dijabat oleh seorang laki-laki saja tetapi juga wanita. Tentu saja
di Indonesia sebagai negara demokrasi sangat dimungkinkan penghulu wanita itu
terjadi. Dengan adanya penghulu wanita tersebut juga dapat menghindarkan
perempuan dari ketidakadilan gender yang termanifestasikan ke dalam lima
bentuk yaitu subordinasi, stereotipe, violence, beban kerja, dan marginalisasi.
Akan tetapi pemahaman tentang gender dikalangan masyarakat masih sangatlah
kurang sehingga diperlukannya sosialisasi lebih mendalam.

Kata Kunci : Penghulu, PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan, dan Gender



MOTTO

“Menghafal merupakan cara yang susah payah untuk mengoleksi informasi.
Tetapi dalam proses tersebut sesungguhnya kita tidak dilatih dalam menggunakan

informasi tersebut untuk memecahkan masalah — Goenawan Mohamad”
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PERSEMBAHAN

Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam
dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta
salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat
yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa’atnya kelak di hari akhir.

Kedua orang tua tercinta, ibu (Suwarni) sebagai wanita yang paling tulus
cinta dan kasih sayangnya yang: tiada jié'da"dan_..tiaFia batas serta tidak pernah
terputus doa—doanya, :;,'fﬁéfhotivasi dan semangat“rflgkaj_ .yang tidak pernah
menghitungkan ras;.e; .Ielah dan tidak pernah menyerah daléff) ,\_memperjuangkan
kebahagiaanku.;"_'l’;.erimakasih yang tiada terkira, karena berkaf."l{"ce]rja kerasmulah
aku bisa tetap‘rr"nelangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani :"k;ehidupan yang
lebih baik. Selrté bapak (Mohamad Tokhidin), lelaki pertama th';ctj aku ucapkan
terimakasih atas'\iéi_nta dan kasih sayangnya yang tiada jeda dan t_iéda batasnya, dan
beliau pun tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semévﬁfgatnya. Tiada hal
apapun yang sebandihé' -S‘eh_ingga aku bisa membalas_ j.aSa'-jésa tak terhitung yang
begitu tulus dari kalian. Narﬁdﬁ”,‘ ﬁ'&hyé doa yafhg"Bisa kusampaikan dengan cinta
dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.

Untuk kakakku (Junani) yang selalu mensupport, memotivasi dalam setiap
proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan kuliahnya.

Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang selalu

setia mendengarkan keluh kesah atas hambatan yang ku sampaikan, dan selalu
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bisa menghibur dan mengembalikan tawaku, terimakasih atas dukungan dan
motivasi yang sangat membantu.

Serta tak lupa kepada ibu Fatmawati S.E selaku Kepala UPPD SAMSAT
Kabupaten Banyumas atas support, motivasi dalam setiap proses yang terlewati
dan terimakasih atas dukungan yang sangat membantu sampai saat ini. Semoga
saya bisa menjadi mahasiswi yang mendapatkan berkah dari kalian. Tak bosan
saya sampaikan terimakasih dan memintakan doa kepada Allah SWT semoga

lindungan Allah SWT dan keberkahan hidup-Selatu.menyertai kalian.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
_ Ba |- e Be
B Ta. T T Te
. .Sl g es (dengan titik di atas)
T Jim J - Je
E G 2 ;l
. Hia h{ ha (dengan titik di bawah)
. Kha Kh ka dan ha
i Dal D De
: . Zpl 7 zet (dengan titik di atas)
‘Ra_ R T Er
J ' . o . . ]
. Za " Z Zet
Sin R Es
[
. Syin Sy es dan ye
[
S{ad s} es (dengan titik di bawah)
ua
. D{ad o de (dengan titik di bawah)
ua
5 T t} te (dengan titik di bawah)
5 { 2] zet (dengan titik di bawah)
. ‘ain ‘ koma terbalik di atas
: Gain G Ge
¢

Xi



i Fa F Ef
g Qaf Q Ki
i kaf K Ka
&
Lam L El
&3

Mim M Em
G Nun N En
4 Wawu W We
. Ha H Ha
d -w v

Hamzah | -~ 7. =7 Apostrof

Ya. | Y Ye
¢ &

2. Vokal

Vok'al bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yér;'g terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dlftong
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transllterasmya sebagai berikut:

Huruf Latin,

Tanda " ‘ Nama Nama
‘[, Fath}ah A A
= “Rasrah— - [~ | |
= Dlamah U U
Contoh:
Laka

b. Vokal Rangkap (diftong)
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Xii



Tanda dan Nama Gabungan Huruf Nama
Huruf
GO Fath}ah dan ya Ai adani
4 Fathah dan Au adanu
wawu
Contoh:
SR &s : Haula
Bidainin
3. Maddah )

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya 'ﬁeruvpa harakat dan

huruf, translige_iasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda gla‘h Nama Huruf dan Nama
Hurfjf Tanda

.. ‘l ;‘ p Fath}ah dan alif A< ':a.;dan garis di

atau ya o atas
e Kasrah dan ya K ] .i. dan garis di

atas
J D{ammah dan U< u dan garis di

S wawu atas

Contoh: i -

G we - Musamme

4. Ta Marbaah

sp! T Amansu

Transliterasinya untuk ta marbaah ada dua:

a. Tamarbaah hidup

Ta marbzah yang hidup atau mendapatkan h}arakat fath}ah, kasrah

dan d}ammabh, transliterasinya adalah /t/.
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b. Ta marbiah mati
Ta marbizah yang mati atau mendapat jarakat sukun,
trasliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbzah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbuzt}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
g;i:ege:;:z:sd\?y;:j: Lilmalaa-ikati
iyt ;- Khaliifatan

5. Syaddah (tasydip) < ._

Syaddah,atdu tasydidd yang dalam tulisan arab fd_i,l_ambangkan dengan
sebuah tandaz_;*'tanda syaddah atau tasydid, dalam tféﬁsliterasi ini tanda
syaddah tqr’sébut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yéng sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 2
Contoh: |

lo#%)s; + < Yaaai-yuhaa

|

o Vel ‘Ap-naasu
ﬁfizfiie TS Musamma

6. Kata Sandang e v
Kata sandang dalari”tulisan_Arab-dilambangkan dengan huruf, yaitu
&), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
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b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan

tanda sambung atau hubung.

Contoh:

s T i An-naasu

O Al-ladziina
Hamzah B

Dinyatakan -"fd'i depan bahwa ditranslité’rés’jkan dengan apostrof.
Namun itu, hariya berlaku bagi hamzah yang terletak di-tengah dan diakhir
kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dllambangkan karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal dz Ajala
Hamzah d.i .fengah g ,\{\/é-idz
Hamzah di akhir . el &0 A ~/Ad-dimaa-a

Penulisan Kata e el

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun

penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.
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Yaa ai-yuhaannaasu inna khalagnaakum

) 5 Wayasfikuddimaa-a

&f ‘éfi::-

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bilamana hama. dru itu” dlaahulm oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf kapltal tetap huruf awal nama dlﬂ tersebut bukan huruf
awal kata sandangnya :

Contoh: 2
Wa qabaa-ila lita 'aarafuu

e d\ 5 : Fiil ardhi khaliifatan
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Masalah mengenai gender akhir-akhir ini semakin ramai di
perbincangkan oleh banyak orang terutama kaum wanita, guna menuntut hak
dan kesetaraan peran dengan kaum laki-laki. * Melihat kebutuhan kalau
wanita semakin dituntut untuk memasuki dunia publik karena wanita juga
dibutuhkan pemikirannya,..gement'akd it laki-laki juga perlu peka dan lebih
intensif terlibat.pgd;'kégiatan yang bersifat.d“cf)}.h'e__s_tik, karena keduanya
memiliki nilai yang sama. ‘.

Oleh"_ l;arena itu, peran laki-laki dan wanita dalarﬁ."-\.}'x(lawasan gender
memiliki affi penting dalam upaya untuk mewujudkan kemit:"re;sejajaran yang
harmonis I,a;t.:au mewujudkan kesetaraan dan keadilan genderﬁ-:q':alam berbagai
bidang. A

Walal;p;tl;n__ ajaran Islam tidak seteril dari bias _g{éh&er, tetapi agama
Islam berhasil rﬁéﬁe’trali‘s}ir Isu gender ini seca_r_a.-lebih. proporsional dengan
adanya pengakuan hak;hék‘déh kedudukari“yang sama antara laki-laki dan
perempuan dalam berkarya dan menerima kompensasi perbuatan di hadapan

Tuhan.? Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 :3

! Hasbi Indra, dkk, Potret Wanita Shalehah (Jakarta: Penamadani, 2004), him. 238.

2Nan Rahminawati, “Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)”, Mimbar,
No. 3, Th. XVII, Juli-Sepember 2001, him. 275.

3Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13.



0omo oo

goomo |

DooEo0ooo 1000o0neo 0o
C

o Oooo Oomw O
0 O

oiooron

0o0oooo (]

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi
Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha

Mengetahui, Maha Teliti”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan wanita

adalah sederajat. A_danya pAé'r“bedaan antaranlllaki'-laki dan wanita di bidang

hukum bukan' karéha laki-laki lebih mulia menurut'AIIa'h dan lebih dekat

dengan-Nya '.dari pada wanita. Kemuliaan seseorang di hédla.pan Tuhan-Nya

bukan didasarkan pada jenis kelamin atau etnisnya, melainkan.berdasarkan

prestasi ibadah dan muamalah yang dilakukannya.*

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Bagarah ayat:,3‘0 5
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“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, Mereka berkata,
Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan
menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu
dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui

apa yang tidak kamu ketahui”.

“4Hasbi Indra, dkk, Potret Wanita Shalehah (Jakarta: Penamadani, 2005), him. 251.

SAl-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 30.



Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita yaitu manusia
beserta segala potensinya. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam
bentuk yang sempurna, manusia baik laki-laki ataupun wanita mempunyai
potensi menjadi khalifah Allah. Selain kesamaan yang dimiliki laki-laki dan
wanita, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada wanita. Hak wanita
menurut Islam yaitu hak politik, hak bekerja/profesi, dan hak belajar.

Dalam hal demikian, agama tidak menghalang-halangi perkembangan
jenis manapun selagi hid.up'_.m'ahUs#é'it'idak_;-l_e_pg; dari kebaktiannya kepada
Tuhan. Seperti _dqlé‘rﬁ'.r‘ealita sekarang ini térd'g[z)at._banyak wanita yang
melakukan Keaiétan publik, transaksi muamalah, ikﬁt:’ir}_]gnanggung beban
nafkah kelgj"af;cga, dan ikut dalam politik praktis seperti haln%’-menjadi hakim,
direktur, (fémat, lurah, menteri, walikota, dan Iainny:'af‘ Berdasarkan
pandangarl]r;]:ya tentang peran wanita bahwa agama tidak _v:rrj:engecam atau
menghalan'gi#h_alangi wanita untuk berprofesi, dengan itu daéét menjadi salah
satu elemen pentlng untuk mengkaji profesi penghulu V\_(al_h'if't'z;.6

Dalam pe.rk"er'nban}gannya, penghulu tidgk kh-u'sﬁs ditugasi mengurusi
urusan agama saja, tetabi 'féléh-béimetamdffdéé menjadi profesi dalam ruang
publik sebagai praktisi. Penghulu menjadi profesi dalam pemerintahan
dengan fungsi dan tugasnya mewakili pemerintah di dalam mencatat dan

mengawasi pernikahan.’

®Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Mar’ah Fil Islam,
cet. 11l (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), him. 74-76.

" Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pencatatan Nikah, Pasal 1 ayat 3.



Penghulu idealnya adalah aktor tunggal dalam melaksanakan tugas
kepenghuluan di bidang pencatatan pernikahan terutama masalah-masalah
yang sifatnya mendesak yang memerlukan kepastian hukum bagi masyarakat.
Penghulu selain diamanahkan oleh undang-undang, juga berkaitan dengan
cita-cita kepastian hukum dan perlindungan para pihak.®

Profesi penghulu dalam perkembangan yang terjadi sampai saat ini
yaitu adanya penghulu wanita di negara Palestina. Beliau adalah Tahrir
Hammad luusan magi§ter.-.studi.'fls'4éh1 ‘Kontemporer yang telah membuat
sejarah dengan _ menjadl wanita pertama ya.ng‘.'."di;ak.ui oleh pemerintah
Palestina selqa@ai penghulu pernikahan yang sebelurﬁh&ia.\__hanya dilakukan
oleh laki-laki |

Denéan itu penulis ingin membuka pemikiran para ."rﬁ‘asyarakat luas
tentang sil';lp;.):akah sebenarnya penghulu itu dan bagaimana tu_g:]'g;s dari seorang
penghulu d'aih,_bisakah penghulu ini dijabat oleh seorang Wanété apabila dilihat
menurut peré[;élf_t__if gender, karena pada dasarnya peng‘hftjiﬂf dalam Peraturan
Menteri Agamé ""(PMA) Nomor 20 Tahun‘_ .2019‘ tentang Pencatatan
Pernikahan Pasal 1 ayaf S"L'rhé'r'upéikanipe‘géviiéi' Negeri Sipil sebagai Pegawai
Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan

8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan
Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

®Anonim, “Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita”, http://www.republika.co.id/berita/
dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita,diakses
22 Februari 2020.


http://www.republika.co.id/berita/%20dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita
http://www.republika.co.id/berita/%20dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita

pelayanan dan bimbingan nikah/rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan
bimbingan masyarakat Islam.

Secara hukum yang merujuk tersebut, tentu saja tidak ada larangan
apabila jabatan penghulu juga diemban oleh seorang wanita dan tidak
mensyaratkan laki-laki sebagai penghulu karena tugas penghulu pada
prakteknya hanya berhubungan dengan proses administrasi pernikahan dan
kepenasehatan pernikahan.

Penghulu sebag_ai _.._seb.uali '—b'f{')fési:_;-_ten"[.u erat kaitannya dengan
kesetaraan antara_lgki.;léki dan wanita. Adanya aturan mengenai tugas pokok
seorang pqri_jg’hvulu dalam  peraturan perundan.g"'.‘lj_‘ngangan tentang
kepenghulgj’éﬁ‘, tidak jelaskan secara spesifik apakah jabaté'h"-penghulu harus
diserahkan i{epada laki-laki saja. 1

Dai_aim konteks masa kini adanya penghulu wanita me_ﬁj';idi perdebatan
apalagi jikafd_ihadapkan dengan isu-isu global seperti gendeir". Tentu saja hal
ini merupakér{pgntuk diskriminasi terhadap seorang Wanlta Apalagi dalam
konteks sekaraﬁg" --"i'ni_} gencar-gencarnya gerakaﬂ' ‘perjuangan hak-hak
perempuan. Berdasarkaﬁ G'r”ai_a‘rf latar belakéﬁa di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang permasalahan
yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul
“Penghulu Wanita Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan

Pernikahan Perspektif Gender™.

10 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 ayat (5).



B. Definisi Operasional
1. Penghulu
Dapat diartikan bahwa penghulu merupakan kepala atau pejabat
negara yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan
agama Islam.!! Dalam perkembangannya, penghulu di Indonesia tidak
khusus ditugasi mengurusi urusan agama Ssaja, tetapi telah
bermetamorfosa menjadi profesi dalam ruang publik sebagai praktisi.
Dengan arti lain, A_pen.ghulu'fjl}gé?d“ld_ef_inisi.kan sebagai profesi dalam
pemerintaha_n dengan fungsi dan tugasnyé rﬁ'év.v_akili pemerintah untuk
menghacjijki’ vupacara pernikahan di dalam menbéﬁt\_ dan melakukan
pemerli'kééan administrasi pernikahan.*? |
2. Peraturém Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahuﬁ ;‘2019 tentang
Pencal_té:tan Pernikahan |
'F%e_raturan Menteri Agama Nomor 20 Tahuﬁ 2019 Tentang
Pencataféﬁ_\ Pernikahan diterbitkan oleh Kement/elr.i;n Agama untuk
melaksanaka.m‘ tertib}_administrasi, transparansi dén kepastian hukum
dalam pelaksanaan. bérnikahan secara éééma Islam. Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di
dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan

dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman

11Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 11, Cet.IV
(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), him. 850.
12 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 11 Tahun 2007 Tentang

Pencatatan Nikah, Pasal 1 ayat 3.



kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah
sampai penyerahan buku nikah.
3. Gender

Dalam memahami gender, kita harus membedakan antara kata
gender dengan jenis kelamin (seks) secara utuh. Gender itu berbeda
dengan jenis kelamin (seks). Seks (jenis kelamin) yaitu pembagian 2
jenis kelamin manusia yang dibedakan berdasarkan biologis yang
melekat pada jenis kelamin tertentu.’ - ..

Sedang'k'aﬂr.\"'génder yaitu sebuah iS.ti|.é.i'H-.-,'_l.Jn'tUk mengidentifikasi
perbedaarj:..-flaki-laki dan perempuan dilihat dari.éé'gi\__ pengaruh sosial
budaygil_dén dapat berubah sesuai dengan perkembang.;'a.ﬁ} zaman, seperti
nilai ddn tingkah laku 14 L

4. Gendclar':sebagai sebuah perspektif

'LfJntuk melihat suatu realitas dalam term ini, :gender menjadi
sebuah 'bgr.\a(_jigma atau kerangka teori dengan asl_u.r‘ﬁfsi dasar, model,
konsep, dan .m‘etodenya untuk mengungkapﬂdan mehampilkan fenomena
gender dalam masy.argka_t'dan juga imblikési-implikasi sosial budaya-nya
yaitu  ketidakadilan yang ditimbulkannya. Penelitian  dengan

menggunakan perspektif gender akan menghasilkan aspek kesetaraan

13 Ema Surjadi, Gender Skateboard: Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), him. 10-13.

14Ade Kartini dan Asep Maulana, “Redefinisi Gender dan Seks”, An-Nisa’: Jurnal Kajian
Perempuan dan Keislaman, Vol. 12, No. 2, 2019, him. 231-232. annisa.iain-jember.ac.id.



dan terkadang akan menjadi bias perempuan, karena kenyataan yang
menuntut demikian.'®

Dalam penelitian yang berperspektif gender ini dilaksanakan
untuk mengungkap dan memahami akan terjadinya ketimpangan sosial
yang disebabkan oleh aspek gender. Esensi penelitian berperspektif
gender yaitu untuk mengungkap pengalaman laki-laki dan perempuan
dan relasi gender yang sesuai dengan isu sentral yang diperlukan
perhatiannya. Kajian dengan perspektif gender ini biasanya digunakan
untuk pembelaaan terhadap kaum perempuan yang dlperlakukan secara
tidak ad|I Mlsalnya apa saja bentuk ketldakadllan gender dan faktor
yang m_enyebabkannya, pihak mana yang lebih d|untungken dan siapa

yang di'rugikan.16
L1

C. Rumusan"l.\':'/,_lasalah

Berdaié‘a,rkan uraian latar belakang masalah di atas, _m'_'a'ka pokok

permasalahan pada penelltlan ini yaitu :

1.

Bagaimana PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
mengatur tentang penghulu wanlta?
Bagaimana penghulu wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Pencatatan Pernikahan perspektif gender?

BMufidah Ch, “Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial

Budaya dan Agama”, Jurnal Egalita, Vol. 1, No. 1, 2006, him. 7.

16 Durotun Nafisah, Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Rekonstruksi Dalam

Perspektif Gender (Yogyakarta: Pustaka llmu Group, 2019), him. 21-22.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

2.

Tujuan Penelitian

a

Untuk mengetahui bagaimana penghulu wanita dalam PMA Nomor
20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penghulu wanita
dalam perspektif gender.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

(S.H) Fakultas Syariah di-Universitas-Islam Negeri Purwokerto.

Manfaat Penel_i;t'ian"'

a

Secarés’téoritis, penelitian ini bisa untuk melengi;é'pj buku-buku yang
mc.a'"m;bahas tentang kebijakan pemerintah (Debéftgmen Agama),
ma‘hagemen organisasi, dan sumber daya manusia sé‘rfa memperkaya
plar;]getahuan masyarakat yang dapat mendukuﬁgﬁ pelaksanaan
peraturan tentang jabatan fungsional penghulu. A

D|I|hat darl perspektif kebijakan, penelltlan |n| dlharapkan bisa
dljadlkan seb'ag}abl bahan rujukan dan pgrtl-mbangan bagi Departemen
Agama atau inétéﬁé‘i'_'fefkéit-délarh-'ﬁiérumuskan kebijakan penghulu
sebagai jabatan fungsional serta pembinaan, pemberdayaan dan
pengembangan KUA di masa depan.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan
dan pemahaman kepada pembaca serta akademisi dalam memberikan

informasi dalam bidang fikih, khususnya tentang kepenghuluan atau
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keabsahan wanita menjadi seorang penghulu menurut perspektif

gender.

E. Kajian Pustaka

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan berbagai bahan
kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel atau hasil studi (skripsi-tesis)
yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh penulis.
Kajian pustaka yang penulls Iakukan bertUJuan untuk melihat perbedaan atau
persamaan antara objek penelltl ;/ang penulls ambll dengan penelitian-
penelitian terdahulu supaya terhindar dari duplikasi. 17 Se}auh ini yang penulis
ketahui mengenal skripsi “Penghulu Wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun
2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender” belum ada, akan
tetapi per]e;lltlan yang memiliki kemiripan tema sudah ada;L : Seperti karya

ilmiah pen"u"l,_is lain, sebagai berikut : |
1. Jurnal yang ditulis oleh  Muhammad Ishom (2Q1_'_7) dengan judul
“Ekspektasﬁi" '."Al’vlu_»kum Promosi Jabatan Untuk"’lg"érempuan Menjadi
Penghulu Dan -.Kvép'alghl.(UA__: Studi _Kggus' Ig)-i'ﬁKota Serang”, Fakultas
Syariah UIN Sultan Mau_la_n-aml-iés-f;muddin Banten. Dalam penelitian

tersebut membahas tentang kedudukan ASN perempuan di 15 (lima

belas) KUA Kecamatan se-Kota Serang yang tidak mendapat ruang

17 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014), him. 52.
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untuk menjabat penghulu dan kepala kantor KUA Kecamatan di Kota
Serang.8

Dalam kesimpulannya, jurnal ini memiliki persamaan dengan
penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang wanita yang
menjadi  penghulu. Kemudian perbedaan dalam jurnal ini adalah
penelitian studi kasus yang terjadi di Kota Serang tentang ruang untuk
menjabat penghulu dan kepala kantor KUA Kecamatan di Kota Serang,
sedangkan peneliti_ian.i-;pthI'ié—' "me'rigkaji_npenghulu wanita tentang
pencatatan p_e_r'r]il.{évhén perspektif gender. R

2. Jurnal yang vditulis oleh Megi Saputra (2018) dengan judul “Penghulu

Wanitzli"'_l\')lenurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta”,
Fakultaié Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoég{akarta. Dalam
penelgtign tersebut membahas tentang bagaimana pen:q‘élpat penghulu
kantorltijr_usan agama (KUA) di Yogyakarta tentang édanya penghulu
wanita. 7

Dalar.n""kesimpulannya, jurnal ini “memii'ikli persamaan dengan
penelitian penulis Yaifﬂ“éé‘ma;-'sama frfér'ﬁBéhas tentang penghulu wanita.
Terdapat juga perbedaan dalam jurnal ini yaitu membahas mengenai
perbandingan pendapat tentang adanya penghulu wanita oleh kantor

urusan agama (KUA) di Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis

8Muhammad Ishom, “Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi
Penghulu Dan Kepala KUA : Studi Kasus Di Kota Serang”, Jurnal Bimas Islam Vol. 10, No. 1,
2017, jurnalbimasislam.kemenag.go.id.


http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/
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mengkaji penghulu wanita tentang pencatatan pernikahan perspekif
gender.®

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rochim (2009) dengan judul “Hakim
Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I”, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian
tersebut membahas tentang perbandingan pendapat ulama klasik
mengenai boleh tidaknya seorang perempuan menjadi hakim. Imam
Syafi’l yang diikuti ImamMahk, ‘Tmam Ahmad bin Hanbal tidak
membolehka_ln'j_'séhc':'é.ré mutlak perempuan .m'é'.r'ij.a}di. hakim berdasarkan
dalil-dali f)}avng ada. Sebalik Imam Abu Hanifah yéﬁ:g.\__diikuti oleh Ibnu
Jarir, I}S_nh Qoyim Al-Jauzi dan ulama-ulama kontemp.(')"r.é}r membolehkan
perempﬁan menjadi hakim bahkan dalam bidang apapun.:": ;‘

l_ ;.:Dalam kesimpulannya, skripsi ini memiliki per’s"%:slmaan dengan
penelitién_ penulis yaitu sama-sama membahas tentah'g wanita yang
memasul':<i-ltc.?u__nia publik. Terdapat juga perbedaan dalam skripsi ini yaitu
mengenai pér‘ba'ndingan pendapat tentang“_adanya‘ perempuan menjadi
hakim perspektif Imam Abu -Hélhi‘féﬁ;“aan Imam Syafi’l, sedangkan
penelitian penulis mengkaji penghulu wanita tentang pencatatan
pernikahan perspektif gender.?

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masrur Rum (2018) dengan judul

“Pandangan Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah

19 Megi Saputra, “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota
Yogyakarta”, Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, 2018, ejournal.uin-suka.ac.id.

2Abdul Rochim, “Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’l”,
Skripsi tidak dterbitkan (YYogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2009).


http://ejournal.uin-suka.ac.id/
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Tentang Penghulu Wanita”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut membahas tentang
perbandingan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan anggota majelis
tarjih dan tajdid muhammadiyah mengenai penghulu wanita.

Dalam kesimpulannya, skripsi ini memiliki persamaan dengan
penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penghulu wanita.
Terdapat juga perbedaan dalam skripsi ini yaitu mengenai perbandingan
pendapat dan pertjmbg;ngan'-béf't'i'mban_g_an_nanggota majelis tarjih dan
tajdid muhamr;né&i&éh mengenai penghulu.w;';r.i'iftg, 'sedangkan penelitian
penulis ,,rﬁ;ehgkaji penghulu wanita tentang péf;c',f_agatan pernikahan
perspelklti% gender.?! %

5. Skripsi:"vyang ditulis oleh Surya Aurima Bustani (201:0);‘ dengan judul
“Kepé_rﬁimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikir_;i';\:'r} Buya Hamka
dan Yusuf Al-Qaradhawi)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga': '-.Ld"r:ogyakarta. Dalam penelitian tersebu_‘t‘:','rfﬁ'(/embahas tentang
perbandingah ”‘péndapat antara Buya Ham}(_a.,,dan lYusuf Al-Qaradhawi
dalam menafsirkaﬁ "c;iéil'_i'f-—"méngéhai"-b'5l'ehnya seseorang perempuan
memimpin di depan publik. Meski keduanya membolehkan
kepemimpinan perempuan namun Buya Hamka masih membatasi,
sementara Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan perempuan menjadi

pemimpin dimana publik apapun bentuknya.

2l Muhammad Masrur Rum, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid
Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
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Dalam kesimpulannya, skripsi ini memiliki persamaan dengan
penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perempuan
memimpin di depan publik. Terdapat juga perbedaan dalam skripsi ini
yaitu mengenai perbandingan pendapat antara Buya Hamka dan Yusuf
Al-Qaradhawi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam,
sedangkan penelitian penulis mengkaji penghulu wanita tentang
pencatatan pernikahan perspektif gender.??

Berdasarkan analisiS' 'siin'gjka{'i'dl"atas dapat disimpulkan bahwa
penelitian yang mengkajl tentang penghulu Wanlta dalam PMA Nomor 20
Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Perspektlf Gender perlu dikaji
lebih dalami _sehlngga penulis menilai penelitian ini dapat berk‘-gntrlbu5| dalam
kajian Wan;;ita sebagai penghulu dengan mengusung ana}ii;‘sis gender di

. 1
Indonesia. *

F. Metode Pen'é_ti.,tian
Merupak‘éh- suatu sarana pokok yang diguhékan penulis untuk

mengembangkan penelitian ini dengan menggu’hakén berbagai metode yaitu

sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis
penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan

pendekatan Normatif Yuridis. Kemudian metode yang digunakannya yaitu

22 Surya Aurima Bustani, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran
Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi), Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
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Deskriptif Analisis, yang digunakan untuk menjelaskan dan mengungkap
tentang penghulu wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang

pencatatan pernikahan perspektif gender.

2. Sumber Data Penelitian

a Sumber Data Primer

Adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi
langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan
dalam penelitian.*. Dalam pér'iell’tian_.i_n_i“untuk membahas penghulu
penulis me'r,lg'é'ﬁhékan Peraturan Mentefi '}&'ga}ma (PMA) Nomor 20
Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikaharll,"'i-.':_l_:’graturan Menteri
Penld_a;/agunaan Aparatur Negara dan Reformasi B.'i'r."olkrasi Nomor 9
Tahﬂn 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu:'; ;‘buku Analisis
G(eln;(;ier dan Transformasi Sosial karya Mansour Faqih’.';':

Sumf)e_r Data Sekunder A

.:'.l‘i/_le__rupakan sumber data penelitian yan‘g','."('jfiperoleh melalui
media pefaﬁtara_ atau secara tidak Iangsu‘ng»-yahg‘ berupa buku, jurnal,
majalah dan refe.re'r-;'s“i Tainfya yahg*'bé'rﬂkaitan dengan objek penelitian,
seperti  buku Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia
Rekonstruksi Dalam Perspektif Gender karya Durotun Nafisah,
Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an karya Nasaruddin
Umar, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karya Mufidah

Ch.

him. 10.

ZAgus Sunaryo, dkk., Pedoman Penulisan Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019),
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3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini  merupakan penelitian kepustakaan (library
research), penulis menggunakan metode pengumpulan data baik secara
studi pustaka ataupun dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu sebuah laporan tertulis terkait peristiwa
dan pemikiran yang ditulis dengan sengaja guna untuk menyimpan atau
meluruskan terkait peristiwa tersebut.?* Yang artinya pengumpulan berkas
atau pencarian  informasi- atau 'ikéte_r_a_n.gap yang nyata dan benar
didapatkan o_Iar',i_"H'ééi‘l pengumpulan data .ya'ﬁ'é-f.be.rasal dari dokumen-
dokumen, ééperti buku, jurnal, majalah, artikel, ataﬁ"i{?r\ya ilmiah lainnya
yang blé_rl;aitan dengan konsep gender dan pemikirari"'ﬁgra tokoh yang
menjadi:; objek kajian dan data yang telah terkumpul te:"rs;‘ebut dianalisis
untuk l_k;g:eperluan pembahasan, sehingga menjadi sebuah_;:lg-':erangka acuan
dalam pénelitian ini.2° A

4. Analisis Data

Metodé”‘ahal_i}s‘ibs data yang penulis gunaka'n‘dalam penelitian ini
yaitu metode analisi;'“g'jéhdér,_ yaittj-"v‘bﬂr'oses menganalisis data dan
informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk
mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, peran, fungsi, dan

tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan, serta faktor lain yang dapat

24Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), him. 105.

2Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Politik
(Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), him. 216-217.
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mempengaruhi.?® Metode ini digunakan penulis dengan melihat Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan
Pernikahan selain itu penulis juga dapat menganalisis semua jenis
informasi baik dalam bentuk artikel, jurnal, dan semua dokumen yang

berkaitan dengan kepenghuluan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gamba(a'n'_mepyeluruh terhadap skripsi ini, maka
penulis kemukakan_seéar;g'af.is; —b;sa.r. tehfﬁ&g' sistematika penelitian yang
terdiri dari Iim'a» bab. Adapun sistematika penelitian sébagqi berikut :

Bagigfl""".éwal skripsi ini berisi Halaman Judui.v"'-lsl'lgripsi, Halaman
Pernyataan':.f Keaslian, Halaman Pengesahan, Halamanl.-"; Nota Dinas
Pembimbinﬁg, Abstrak, Halaman Persembahan, Kata Peng?rj\tar, Pedoman
Transliteré.s'i,_, Daftar Isi, dan Kata Kunci. i

BABsT:'I:-,-._,}mencakup pendahuluan dengan memuat__-t_'_jli'antaranya: Latar
Belakang Mas;ai‘léh, _»Definisi Operasional, Rumusan"l\;l'ésalah, Tujuan dan

Manfaat Penelitian, Kaj’i@_n _Pus.taka,._Metoqﬂe”'Pehelitian, dan Sistematika

Penelitian.
BAB II, bab ini menjelaskan tentang konsep dasar gender yang
meliputi: perbedaan seks dan gender, ragam makna gender, dan manifestasi

ketidakadilan gender.

% Herien Puspitawati, “Analisis Gender dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga”,
Seminar Penelitian Metodologi Studi Gender, Kampus Baranangsiang, Program Studi Wanita
Gender Dan Pembangunan IPB, 13 April 2009.
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BAB Ill, mencakup tinjauan umum tentang penghulu dalam PMA
Nomor 20 Tahun 2019 yang meliputi: penghulu, Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019, dan prosedur pencatatan pernikahan dalam PMA
Nomor 20 Tahun 2019.

BAB 1V, berisi analisis yang terdiri dari: analisis PMA Nomor 20
Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mengatur tentang penghulu
wanita, serta analisis penghulu wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019
tentang pencatatan pernikahan perspektif gender. ..

BAB V,_m;éfﬁbékan bagian akhir dafi 'Eémbahasan skripsi, yang
berupa penut,u:bi yang mencakup kesimpulan, saran, k.afg:_'.p.enutup, lampiran
dan daftar ﬁu;taka. k

Darif;kelima bab pembahasan skripsi yang telah dijelaé’k};n diatas, pada

l 5 ot
bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1 Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 1
ayat 5 telah dijelaskan bahwa penghulu merupakan pejabat fungsional
PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mana Pegawai Negeri Sipil itu dapat
dijabat oleh laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam Peraturan
Menteri Pendayagurjaan_;;Apa'rétﬁ'r'iN'eg_ara. dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 9 Tahu'r)' 2019 tentang Jabatan Fuhgs"'.i'(;hal_'Penghulu juga tidak
mensyarat,kjé'n.penghulu sebagai pencatat nikah tersebii:_t [jarus dijabat oleh
penghullt‘]_ 'i'aki-laki. Seperti yang telah dijelaskan daIarﬁ"th{gas pokok dan
Wewenéﬁg kepenghuluan bahwa di dalam tugas pokok:": Aan wewenang
tersebul,t;__tidak terdapat larangan untuk penghulu Wan:i_fé:a itu sendiri,
sedangk'aih,‘ penghulu itu sendiri hanya berhubungan; ‘dengan proses
administrz;s'-{pe_rnikahan dan kepenasehatan pernikah_arj,.'v}-’j

2 Berdasarkan én'él-is-is_ gender terhadap PMA NQmOr '26 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahén 'Eias.a'l—'lléyatiS tentang penghulu, terdapat tugas dan
tanggung jawab diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dan
bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan
masyarakat Islam. Dalam perspektif gender, tugas dan wewenang
penghulu tersebut tidak mengandung adanya unsur manifestasi

ketidakadilan gender, berupa :

87



B. Saran

88

Marginalisasi, karena dalam term ini tidak terdapat peminggiran,
semuanya diberi kesempatan yang sama baik laki-laki maupun
perempuan.

Subordinasi, karena dalam term ini posisi laki-laki sama dengan
perempuan artinya tidak ada unsur superior dan inferior yang
melekat yang mana dapat menyebabkan kekuasaan satu sama lain.
Stereotipe, karena dalam term ini tidak ada anggapan bahwa
penghulu laki-laki lebih mampu dan-bisa.

Violence, :;ké;éhé karena dalam term .in'i""jfi.d_ak terdapat kekerasan,
sehingjéé tidak ada halangan dan disini justrlj"t».bi\‘_sa saja penghulu
wej‘hi;a ikut andil dalam hal kepenghuluan. %

B‘ei{)an Ganda, karena dalam term ini tugas dan weWenang seorang

k L
penghulu tersebut tidak mengandung adanya beban ké_rja ganda.

Permasalaﬁ‘ah.- penghulu wanita tidak akan terselesaikan karena tidak

adanya ketentuan atdu'pgr} __vund_gng-_qn_dang';_"y'ang' menyatakan penghulu

haruslah mutlak seorang laki-laki, dan melihat tugas seorang penghulu juga

bisa diemban oleh seorang wanita. Dengan itu perlu adanya perhatian

pemerintah mengenai penghulu, supaya kedepannya diharapkan adanya

syarat-syarat yang jelas tentang seorang yang akan menjadi penghulu,

kaitannya dengan jabatan tersebut khusus bagi laki-laki atau dibolehkan

perempuan.
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